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Daarul Huda ABSTRACT

This study aims to analyze policies in poverty alleviation in Indonesia.

The background of this study covers various aspects of policies
implemented by the government in overcoming poverty. Although various programs and policies have been
implemented, poverty in Indonesia is still a serious problem. This study uses a qualitative approach by
collecting primary and secondary data. Secondary data is used as a reference from previous studies. While
primary data is obtained through observations of government poverty alleviation policies. The discussion
and analysis involve the concept of poverty, dimensions of poverty, and indicators of poverty. The results of
this study are expected to provide a better understanding and insight into poverty alleviation policies in
Indonesia and provide input for improving more effective policies.

PENDAHULUAN

Kebijakan pada dasarnya adalah sesuatu yang ditunjukan untuk kepentingan publik, secara luas,
baik untuk negara, masyarakat, dan berbagai status dan kepentingan lainya. Dimana kebijakan publik
mencakup berbagai aspek, baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Ali&Alam, 2012). Ada
berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemisikinan, salah satunya ditandai
dengan upaya pemerintah dalam menerbitkan kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang
undangan dan merumuskan program kemiskinan (Setiono, 2014). Baik pada masa orde lama maupun
pada masa kepemerintahan joko widodo dan jusuf kalla, pemerintah berupaya terus menerus agar
mengurangi jumlah penduduk indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan (Murdiyana & Mulyana,
2017).

Kebijakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan memiliki
peran yang sangat penting. Namun pada kenyataanya program yang dilakukan untuk mengentaskan
kemiskinan belum efektif dalam menangani akar permasalahan kemiskinan (Fitrawaty,2014). Meskipun
banyak kebijakan yang telah dilakukan sebagai solusi, seperti program BLT, penghapusan subsidi minyak
tanah, konversi bahan bakar gas, infrastruktur, air bersih, dan program jaminan kesehatan masyarakat,
namun program tersebut tidak memberikan dampak signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan di
indonesia (Liwiya, 2018).

Sementara itu suripto menyatakan, pemerintah perlu mengambil kebijakan pengentasan
kemiskinan dengan cara melakukan pembangunan yang mencakup program redistribusi pendapatan.
Yaitu menciptakan keseimbangan antara pembangunan industri dan pertanian serta alokasi sumber daya
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yang memadai untuk kebutuhan dasar masyaraakat. Oleh sebab itu diperlukan identifikasi permasalahan
di setiap wilayah dan penyusunan program penangulangan kemiskinan yang terintegrasi dan
berkelanjuatan (Suripto, 2005). Kemiskinan adalah permasalahan umum yang dihadapi oleh berbagai
negara berkembang di dunia, salah satunya adalah indonesia. Pada tahun 2022 indonesia merupakan
sebuah negara berkembang dengan persentase penduduk miskin mencapai 9,57 % dengan jumlah 26,36
juta jiwa dan ditetapkan pada urutan ke 73 sebagai negara termiskin di dunia (BPS,2023). Kemiskinan
merupakan permasalahan yang besar, yang membutuhkan penanganan yang serius, karna kemiskinan
bukan hanya permasalahan individu, golongan atau pemerintah saja, tetapi merupakan permasalahan
yang menyeluruh(Herlina & Komariah, 2017).

Menurut Maipita kemiskinan merupakan ketidak sanggupan seseorang untuk mendapatkan
kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari seperti rumah sebagai tempat tinggal, yang didukung oleh
pakaian, makanan dan kebutuhan mendasar lainya seperti obat-obatan (Maipita, 2014). Sedangkan
Bapenas juga memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana sekelompok ataupun
perorangan yang terdiri dari laki-laki atau perempuan yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar untuk
mendapatkan dan mengikat kehidupan yang bermartabat. Dimana hak-hak tersebut mencakup:
memenuhi kebutuhan pangan sandang dan papan, memiliki rasa aman dari tindak kekerasan dan akses
untuk ikut serta pada kehidupan sosial dan politik (Bappenas,2021).

Kemiskinan secara umum dapat terjadi karna berbagai hal. Todaro & Smith menyatakan sebuah
penyebab terjadinya kemiskinam merupakan karna masyarakat yang tidak mampu mengoptimalkan
fungsi serta manfaat dari suatu komoditi bukan karna tidak memiliki komoditi, hanya saja mereka
memiliki banyak peluang komoditi yang ada, namun masyarakat tidak mampu menjalankan fungsi dan
manfaatnya (Todaro & Smith,2015). Kemiskinan terjadi karna faktor modal manusia yang terlalu dibawah
seperti pendidikan dan kemampuan dalam membangun serta rendahnya modal fisik (Dowling &
Valenzuela,2010).

Di indonesia, kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor khusus. Penyebab kemiskinan di
indonesia salah satunya adalah keterbatasan SDM, terbatasnya modal, dan terbatasnya lapangan kerja
serta pendidikan yang redah yang menyebabkan masyarakat malas berkerja, dan anggota keluarga yang
menjadi beban (Itang,2015). Dan dalam penelitian lainya juga menyebutkan bahwa variabel sebuah
konsumsi, inflasi, dan tingkat pendapatan perkapita, dan tingkat IPM (indeks pembangunan manusia)
secara menyeluruh memberikan pengaruh yang sangat besar pada tingkat kemiskinan di indonesia
(Pratama, 2014). Tisniwati dalam penelitianya menyatakan bahwa yang menjadi peran penting dalam
tingkat kemikinan salah satunya adalah angka harapan hidup, dimana setiap terjadi 1% penurunan angka
harapan hidup maka akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan sebesar 6,9% (Tisniwati,2012).

Pengentasan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai program, Remi & Tjiptoherianjo
menyatakan bahwa suatu program penanggulangan kemiskinan yang berhasil tergantung pada target
atau daerah sasaranya, seperti siapa dan dimana dia tinggal (Remi & Tjiptoherianjo,2002). Hal tersebut
sejalan dengn Smith & Thodaro yang menyatakan bahwa pelunya suatu pengetahuan tentang cara
mengetahui siapasaja yang bisa dinyatakan golongan miskin dan bagaimana karakteristik ekonomi yang
mereka miliki sebelum merumuskan mereka pada sebuah kebijakan pada program yang efektif untuk
menuntaskan kemiskinan (Smith & Thodaro, 2015).

Bappenas menyatakan bahwa program penanggulangan dapat dibedakan menjadi dua kelompok
besar, pertama yaitu sebuah kelompok yang meliputi program-program yang khusus bertujuan untuk
kaum miskin, contohnya seperti bantuan yang diberikan berupa beras pada masyarakat misikin, bantuan
langsung tunai dan jaminan kesehatan yang diberikan (Priseptian, 2022). Sedangkan pada kelompok
kedua semua dari golongan masyarakat berhak menerimanya, bukan hanya masyarakat miskin saja,
adapun contoh dari program ini seperti pengurangan pada biaya sekolah, penyediaan obat generic dan
pemberian dana pada pelayanan kesehatan (Bappenas, 2007). Segala upaya yang telah dilakukan
pemerintah guna untuk menangulangi kemiskinan, yaitu: pertama, ekonomi yang semakin tumbuh dan
berkelanjutan, kedua, memiliki pemerintahan yang baik, dan yang ketiga yaitu pembangunan sosial. Hal
yang dapat dilakukan untuk melakukan strategi tesebut dengan memberi dukungan melalui investasi
yang dilakukan pemerintah secara terarah sesuai dengan tujuan (Tambunan,2001). Dalam pelaksanaanya
pemerintah diberikan kewenanggan dalam berinovasi.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan memakai metode kualitatif dalam pengambilan datanya. Data
yang diambil bersumber dari data skunder dan primer. Dimana data skunder yaitu sebuah data yang
didapat secara tidak langsung dari sumbenya, melainkan sudah di kumpulkan terlebih dahulu oleh pihak
lain dalam penelitian sebelumnya. Data skunder yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang
dihasilkan dari berbagai media. Sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan

Socius E-ISSN: 3025-6704


https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230904461231000

Socius: Jurnal Penelitian IImu-ilmu Sosial Vol. 2, No. 1 Tahun 2024, pp. 73-79 75

terhadap fakta tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengentasan kemiskinann di
indonesia. Dalam sebuah penelitian kualitatif sangat diperlukan tekhnik pengumpulan data, dalam
penelitian ini.tehnik pengumpulan data yang digunakan observasi (pengamatan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sebuah penelitian kualitatif sangat diperlukan tekhnik pengumpulan data, dalam
penelitian ini.tehnik pengumpulan data yang digunakan observasi (pengamatan).

1. Diskusi dan Analisis Kebijakan Pengengtasan kemiskinan di indonesia Kemiskinan

Miskin dapat diartikan sebagai individu atau sekelompok orang-orang yang tidak mampu
memberi pendapatan yang cukup untuk dirinya sendiri, dimana hal tersebut akan memberikan dampak
yang buruk terhadap kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam ruang lingkup yang meliputi pasar
dan dunia usaha (Jordan,1996). Kemiskinan merupakan segala faktor keterbatasan yang dialami
seseorang tanpa diinginkan orang tersebut. Dimana seseorang dinyatakan miskin karna rendahnya akses
pendidikan, produktivitas kerja, kesejahteraan dan kesehatan, pendapatan. Dimana hal tersebut dapat
memberikan petunjuk pada orang lain bahwa mereka memiliki ketidak berdayaan (Supriatna,1997).
Chambers dalam penelitiannya mengemukakan terdapat 5 (lima) dimensi kemiskinan, yaitu: Konsep
kemiskinan, konsep ketidak mampuan, kerentanan dalam mengatasi sebuah situasi darurat, tidak dapat
lepas dari ketergantungan, dan yang terakhir adalah diasingkan secara geografis maupun sosiologis
(Chamberss & Robert, 1997). Anggota PBB menerima laporan dari bank dunia yang menyatakan “Dalam
pembangunan manusia bukan hanya berfokus dari segi aspek ekonomi, namun aspek pendidikan yang
harus diutamakan yang dapat dijadikan tujuan kepentingan bagi orang miskin untuk mengangkat taraf
kehidupan sosial dan ekonominya (Bank Dunia,1990).

Kemiskinan secara konsepnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan absoult (cara pendang
kemiskinan dalam satu bentuk ukuran yang bersifat tidak dapat diubah atau tidak dapat digangugugat
yang berupa dalam bentuk ukuran garis, titik yang menunjukan batas dari kemidkinan tersebut) dan
kemiskinan yang relatif (kemiskinan yang dilihat dari satu bentuk ukuran yang dapat diberikan pengaruh
oleh bentuk lainya yang memiliki keterkaitan dengan proporsi atau distribusi (Nugroho & Dahuri, 2012).
Seseorang yang hidup dalam sebuah keluarga ataupun hidup sendiri dapat dinyatakan masyarakat miskin
jika akses dan pendapatan yang mereka miliki relatif lemah dan rendah dibandikan orang pada dasarnya,
selain itu cara mengetahui orang yang benar-benar miskin dapat dilihat dari standar gaya hidupnya (Van
Den Berg, 2005).Di indonesia kemiskinan merupakan suatu permasalahan umum yang sering ditemukan
hampir di setiap daerah. Kemiskinan tersebut akan mengalami perubahan dari tahun ke tahun tergantung
kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penangananya.

Penduduk maskin Indonesia, 2014-2020

(Sumber: BPS 2023)

Seperti dari kurun waktu 2014-2020 jumlah penduduk miskin di indonesia memiliki perubahan
yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta orang
(11,25%), dan sempat mengalami penurunan pada beberapa tahun seperti pada tahun 2019 jumlah
penduduk miskin di indonesia menurun menjadi 25,14 juta orang (9,66%). Dan pada tahun 2020 jumlah
penduduk miskin di indonesia kembali meningkat menjadi 27,55 juta orang (12,6%), (BPS,2014-2015).
Perubahan-perubahan tersebut terjadi karna berbagai hal, seperti upah minimum yang tidak memadai,
taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengganguran setiap tahun tanpa adanya
penambahan kesempatan kerja bagi pengangguran tersebut (Priseptian & Primandhana, 2022).

2. Indikator dan Penyebab kemiskinan

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS,2016), terdapat tiga indikator yang dipakai untuk

mengukur tingkat kemiskinan, yaitu:
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a. Persentase masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.

b. Indeks kedalaaman kemiskinan digunakan untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran
antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

c. Indeks keparahan kemiskinan yang dapat memberikan informasi tentang sebaran pengeluaran
penduduk miskin

Menurut (Sharp,1996) dalam Kuncoro, kemiskinan dapat disebabkan oleh tiga faktor utama dalam
konteks ekonomi, yaitu:

a. Secara individu, kemiskinan timbul akibat ketidak seimbangan dalam kepemilikan sumber daya

yang menghasilkan ketimpangan pendapatan.

b. Kemiskinan terjadi karna adanya perbedaan dari segi kualitas sumber daya manusia.

c. Ketidaksetaraan akses terhadap modal juga menjadi penyebab kemiskinan.

Menurut Ginandjar, (1996 juga menyatakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya
kemiskinan, antara lain: tingkat pendidikan yang rendah, angka kesehatan yang rendah, keterbatasan
lapangan pekerjaan, dan situasi keterisoliran. Sedangkan Menurut laporan (Bank Dunia,2021), ada lima
faktor yang mempengaruhi kemiskinan, yaitu: pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses ke layanan
kesehatan dasar dan infrastruktur, serta lokasi geografis. Seperti berikut ini:

a. kemiskinan sering dikaitkan dengan kesulitan meraih pendidikan tinggi, terkait dengan biaya
pendidikan yang mahal. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan
pembebasan biaya pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama
(SMP), biaya lain seperti buku dan seragam sekolah masih cukup tinggi harus dikeluakan.

b. Kemiskinan juga sering dikaitkan dengan suatu jenis pekerjaan tertentu. Di Indonesia,
kemiskinan sering terkait dengan sektor pertanian di daerah pedesaan dan sektor informal di
daerah perkotaan. Sebuah studi menemukan bahwa sektor pertanian menyumbang lebih dari 50
persen terhadap total kemiskinan di Indonesia, sementara sektor jasa dan industri memiliki
dampak yang lebih rendah (Suryahadi, Suryadarma, dan Sumarto,2006).

c. Gender juga memiliki keterkaitan dengan kemiskinan. Di Indonesia, indikator kemiskinan seperti
tingkat buta huruf, tingkat pengangguran, dan pekerja di sektor informal menunjukkan bahwa
perempuan memiliki posisi yang lebih tidak menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki.

d. Kemiskinan juga berhubungan dengan kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar. Sistem
infrastruktur yang baik dapat secara langsung atau tidak langsung meningkatkan pendapatan
orang miskin melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi,
telekomunikasi,dan lainya.

e. Lokasi geografis juga berperan dalam kemiskinan. Faktor ini terkait dengan kondisi alam yang
mempengaruhi potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. Selain itu, pembangunan yang tidak
merata antara desa dan kota serta antar provinsi di Indonesia juga memengaruhi kemiskinan.

3. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
Sesuai dengan diktorat kantor kepresidenan, pemerintah telah melakukan perubahan terhadap
perkembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai era kepemimpinan presiden, seperti:

a. Masa Kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1967)

Kebijakan yang dilakukan oleh presiden soekarno pada masa jabatanya dengan upaya pengentasan
kemiskinan adalah dengan orientasi pembangunan orde lama guna membangun masyarakat yang adil dan
merata, yang dilakukan dengan cara mereformasi lahan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat
melalui Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede), (Timbuan, 2021)

b. Masa Kepemimpinan Soeharto (1968-1988)

Pada masa kepresidenan di pimpin oleh soeharto, kebijakan yang ditetapkan untuk mengentasan
kemiskinan diantaranya keluarnya instruksi presiden desa tertinggal, program bantuan kesejahtraan
masyarakat tidak mampu, program keluarga muda mandiri, hinggga program transmigrasi dan
memfokuskan pada program rencana pembangunan lima tahun (REPLITA), (PSKK UGM, 2018)

c. Masa Kepemimpinan BJ. Habiebie (1998-1999)

Pada masa B] Habiebie, pemerintah telah memberlakukan sebuah program, dimana program tersebut
adalah program jaringan penyelamat sosial (JPS), dan diadakanya beras subsidi untuk masyarakat yang
kurang mampu, pemberian dana pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, dan
beasiswa dalam program padat karya bagi mahasiswa kurang mampu, (Multifiah,2011).

d. Masa Kepemimpinan Gusdur (2000-2001)

Pada masa kepemerintahan Abbdurahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gusdur, pemerintah
telah memberlakukan adanya layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, hingga
harga BBM yang diberikan Kompensasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan bagi pelayanan
menggunakan angkutan umum (Muchafidzin,2013).

e. Masa Kepemimpinan Megawati (2001-2004)
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Pada masa megawati pemberantasan kemiskinan dilalui dengan program listrik murah untuk rumah
tangga miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga memperluas subsidi bagi masyarakat kurang
mampu dan berada digaris kemiskinan, subsidi bunga untuk kredit usaha mikro dan juga diberikan
subsidi pupuk untuk pengembangan pertanian dan subsidi layanan kesehatan bagi masyarakat (Fianaka,
2018).

f.  Masa Kepemimpinan SBY (2004-2014)
Pada masa ini telah dibentuk koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan diluncurkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Harapan (PKH), Raskin/Subsidi beras bagi
masyarakat miskin, bantuan siswa miskin (BSM), sampai dengan diluncurkannya program langsung tunai
(BLT), maupun program bantuan sementara bagi masyarakat (BLSM), (Anggoro,2008).

g. Masa Kepemilikan Joko Widodo (2014-Sekarang)
Pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo sebagai presiden ke tujuh di indonesia telah dilakukanya
upaya meningkatkan program-program pengentasan kemiskinan yang terlebih dahulu, dan juga di
kembangkan dengan mengadakan program indonesia pintar (PIP), program indonesia sehat (PIS),
Pengembangan program keluarga harapan (PKH), ba tuan yang diberikan berupa beras sejahtera dan
bantuan sosial pangan lainya bagi masyarakat miskin, Bantuan non tunai, dana desa, dan program
reforma agraria dan perhutanan sosial (RAPS), (Murdiyana, 2017).

Dari berbagai kebijakan program pengentasan kemiskinan dari masa ke masa tersebut, masing-
masing kebijakan yang dilakukan pemerintah diketahui berhasil atau tidaknya dilihat dari seberapa besar
kemampuan mereka dalam menekankan angka kemiskinan. Dan harus disesuaikan dengan masanya
(Multifiah,2011). Dengan dilakukannya berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, namun pada
kenyataanya kemiskinan di indonesia masih menjadi masalah terbesar bagi penduduknya. Pada tahun
2022, indonesia masih menduduki peringkat ke 73 sebagai negara termiskin di dunia dari 100 negara
lainya (Bank Dunia,2020). Tidak banyak perubahan terjadi dari tahun ke tahun, indonesia adalah negara
yang selalu masuk kedalam kategori 100 negara termiskin di dunia. Hal ini terjadi karna berbagai
program yang dilakukan untuk menentaskan kemiskinan di indonesia hanya bersifat sementara dan
tidak berkelanjutan. Sehingga tidak terlalu berpengaruh pada kemiskinan, dan kemiskinan akan tetap
tinggi (Trimo Yulianto, 2015).

Oleh sebab itu perlu dilakukan adanya tahap assesment, yaitu perumusan tujuan dan strategi, dan
ikut melibatkan peran masyarakat dalam perancangan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan
lainya (Nazara, 2007). Tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan dalam pengembangan
perekonomian masyarakat, serta diperlukanya hubungan yang sinergis dan terpadu antara pemerintah
dan lembaga sosial masyarakat (LSM) dalam menjalankan program penyiapan dan pendampingan
masyarakat (Suhasil, 2007). Untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut di masa depan, ruang lingkup
kemiskinan di kecilkan tidak hanya melalui berbagai program-program kebijakan pengentasan
kemiskinan, namun untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut agar menjadi lebih rendah perlu
adanya strategi kebijakan yang lebih baik. Ada empat pendekatan utama yang digunakan untuk
mengurangi angka kemiskinan di tingkat nasional, regional dan lokal. Pertama, perlunya upaya untuk
meningkatkan lapangan kerja dengan upah yang layak. Kedua, meningkatkan aksebelitas terhadap
barang dan layanan sosial yang merupakan langkah yang penting. Ketiga, kebijakan yang mendorong
pembangunan aset, terutama yang sederhana menjadi faktor penting. Keempat, penyediaan jaringan
pengaman sosial yang kuat dan efektif juga menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan dalam mengatasi
kemiskinan tingkat nasional, regional atau lokal.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulakan bahwa kemiskinan tetap menjadi permasalahan
serius di indonesia meskipun telah dilakukan berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan.
Namun kebijakan pemerintah terkait pengentasan kemiskinan di indonesia cukup baik. Hal itu terbukti
dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dituangkan kedalam peraturan perundang-
undangan yang kemudian program-program pengentasan kemiskinan yang dirumuskan. Dimulai dari
masa kepemimpinan presiden pertama yaitu soekarno hingga masa kepemimpinan presiden joko
widodo.Pemerintah akan terus berupaya mengurangi angka kemiskinan dari masa kemasa dengan cara
menyempurnakan program-program pada masa ke presidenan sebelumnya atau dengan menciptakan
program baru sesuai dengan masanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mencapai
27,73 juta orang (11,25%), dan sempat mengalami penurunan pada beberapa tahun seperti pada tahun
2019 jumlah penduduk miskin di indonesia menurun menjadi 25,14 juta orang (9,66%). Dan pada tahun
2020 jumlah penduduk miskin di indonesia kembali meningkat menjadi 27,55 juta orang (12,6%),
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(BPS,2014-2015). Hal tersebut menunjukan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki
perubahan yang signifikan, namun belum mampu keluar dari garis kemiskinan sepenuhnya.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan merumuskan program kemiskinan,
upaya-upaya tersebut belum efektif dalam menangani akar permasalahan kemiskinan. Program-program
seperti bantuan sosial, penghapusan subsidi minyak tanah, konsversi bahan bakar gas, infrastruktur, air
bersih, dan jaminan kesehatan masyarakat belum memberikan jaminan signifikan dalam mengurangi
angka kemiskinan.

Faktor yang menyebabkan kemiskinan di indonesia, antara lain keterbatasan sumber daya
manusia, terbatasnya modal dan lapangan kerja, serta rendahnya tingkat pendidikan. Faktor-faktor
tersebut perlu ditangani melalui pembangunan yang mencakup program redistribusi pendapatan,
keseimbangan antara pembangunan industri dan pertanian, serta identifikasi permasalahan dan
penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pengentasan kemiskinan memerlukan program yang tepat sasaran dan memperhatikan
karakteristik ekkonomi masyarakat yang menjadi target. Program-program penanggulangan kemiskinan
dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu program khusus untuk kaum miskin dan program yang
berlaku untuk semua golongan masyarakat. Pentingnya ekonomi yang tumbuh dan berkelanjutan,
pemerintah yang baik serta pembangunan sosial juga menjadi faktor penunjang dalam pengentasan
kemiskinan.

Dalam mengatasi kemiskinan, perlu dilakukan investasi yang terarahsesuai dengan tujuan, dan
pemerintah perlu berinovasi dalam pelaksanaan kebijakan. Kemiskinan memiliki berbagai dimensi,
seperti konsep kemiskinan, konsep ketidak mampuan, kerentanan, ketergantungan, dan keterasingan.
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absoult dan relatif, danm seseorang dapat dikatakan
miskin jika akses pendapatanya lemah jika dibandingkan dengan standar yanga ada.
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